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ABSTRAK 

 
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami bentuk 

sanksi yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang lalai dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap pekerja dalam proses PHK, serta menganalisis upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh para pekerja dalam mendapatkan hak-haknya. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang 

menggunakan analisis pendekatan peraturan perundang-undangan pada bidang 

ketenagakerjaan, yakni Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-

Undang Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang. Hasil dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa pengusaha yang tidak 

menjalankan kewajibannya terhadap pekerja dalam masa proses PHK mendapatkan 

sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Pekerja dapat 

menyelesaiakan perselisihan yang terjadi melalui jalur litigasi, yakni melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial dan melalui jalur non litigasi, yakni bipartit, 

tripartit, konsiliasi, arbitrase. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

terhadap pemerintah dalam menetapkan regulasi atau kebijakan yang lebih baik 

untuk tercapainya keadilan bagi pekerja terutama dalam masa proses PHK. 

 

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, PHK 
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ABSTRACT 

This research examines legal protection for workers during the process of 

termination of employment, which often raises issues of uncertainty regarding 

workers' rights during this period. The primary focus of the study is to understand the 

types of sanctions that can be imposed on employers who neglect their obligations to 

workers during the termination process, as well as to analyze the legal measures 

workers can take to secure their rights. The approach used in this research is 

normative juridical, utilizing a legislative analysis approach in the field of labor 

law, specifically Law No. 13 of 2003 and Law No. 6 of 2023, which establishes 

Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as law. The 

findings of this study reveal that employers who fail to fulfill their obligations to 

workers during the termination process may face criminal or administrative 

sanctions. Workers can resolve disputes through litigation, namely in the Industrial 

Relations Court, or through non-litigation channels, such as bipartite, tripartite, 

conciliation, and arbitration processes. This research is expected to provide input for 

the government in establishing better regulations or policies to achieve justice for 

workers, especially during the termination process. 
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